BAB XII 
Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah konstitusi Indonesia yang memiliki latar belakang yang penting dalam sejarah negara tersebut. Konstitusi ini disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945UUD 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 21 orang, yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua. Latar belakang terbentuknya UUD 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari.
Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan pada 14-21 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR 1999. Amandemen pertama dilakukan karena adanya desakan kuat selama masa kemelut politik dan krisis kepercayaan yang dipicu oleh krisis moneter tahun 1997.Tujuannya adalah memberi payung hukum bagi reformasi dan berbagai perubahan yang akan terjadi.
Sejarah UUD 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia, serta mempertegas sistem pemerintahan Presidensial. Konstitusi ini merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 memiliki latar belakang yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perubahan politik yang terjadi dalam sejarah negara tersebut.
Pancasila merupakan dasar filsafat negara, ideologi nasional, dan sumber dari segala sumber hukum. UUD NRI Tahun 1945 menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan. Hubungan antara keduanya bersifat kausal organis, artinya Pancasila menjadi jiwa, sumber, dan orientasi moral dari seluruh isi UUD 1945.
Dalam praktik ketatanegaraan, setiap kebijakan negara wajib mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan konstitusional.

B. KEDUDUKAN PANCASILA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN.
Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia sangat fundamental; ia adalah dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan negara, menjadikannya landasan normatif tertinggi yang mengikat dan harus diinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedudukan Utama Pancasila:
· Dasar Negara: Pancasila menjadi fondasi kokoh berdirinya Negara Kesatuan jiwa bangsa Indonesia sendiri, seperti ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.
· Sumber dari Segala Sumber Hukum: Semua peraturan di Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan di bawahnya, harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
· Ideologi Negara: Pancasila adalah ideologi nasional yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.
· Pandangan Hidup Bangsa: Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, membentuk karakter bangsa, serta menjadi landasan filosofis dalam membentuk hukum dan kebijakan negara. 
Implikasi dalam Sistem Ketatanegaraan:
· Landasan Yuridis Konstitusional: Kedudukannya ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, membuatnya mengikat secara hukum.
· Landasan Pembentukan Peraturan: Nilai-nilai Pancasila harus terinternalisasi dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perpres, dll.) untuk memastikan keselarasan dengan cita-cita negara.
· Landasan Politik dan Pemerintahan: Menjadi pedoman dalam perundingan politik, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, memastikan prinsip keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan diterapkan. 
Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi merupakan norma dasar yang hidup dan harus diwujudkan dalam seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia. 

C. HUBUNGAN PANCASILA DAN UUD NRI TAHUN 1945
Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila secara eksplisit, misalnya Alinea I mencerminkan nilai kemanusiaan, Alinea II nilai persatuan, Alinea III nilai ketuhanan, dan Alinea IV rumusan resmi Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap, sedangkan batang tubuh merupakan penjabaran operasional yang dapat disesuaikan tanpa mengubah nilai dasar Pancasila.
	Sila Pancasila
	Pasal UUD 1945
	Makna

	Ketuhanan YME
	Pasal 29
	Kebebasan beragama dijamin oleh negara.

	Kemanusiaan Adil 
dan Beradab
	Pasal 28A–28J
	Perlindungan HAM dan kesetaraan di depan hukum.

	Persatuan Indonesia
	Pasal 1 & 25A
	NKRI sebagai bentuk final negara.

	Kerakyatan
	Pasal 1 ayat (2), Pasal 2–3
	Demokrasi permusyawaratan.

	Keadilan Sosial
	Pasal 33–34
	Pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.


	


D. STRUKTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
Struktur pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan prinsip kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hubungan antar lembaga dijalankan berdasarkan fungsi masing-masing untuk menjamin demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut prinsip:
· Kedaulatan rakyat, dijalankan menurut konstitusi.
· Pemisahan kekuasaan, dengan sistem checks and balances antar lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Pembagian kekuasaan tersebut terbagi menjadi tiga cabang utama dan beberapa lembaga pendukung, yaitu
1. Kekuasaan Legislatif: DPR dan DPD
a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
· Dasar hukum: Pasal 19–22B UUD NRI 1945
· Peran dan fungsi:
1. Fungsi Legislasi: Membentuk undang-undang bersama Presiden.
2. Fungsi Anggaran: Membahas dan menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden.
3. Fungsi Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.
4. Hak-hak DPR: Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
· Makna dalam konteks Pancasila: Menjalankan nilai Kerakyatan dan Keadilan Sosial dengan memastikan kebijakan berpihak pada rakyat.
b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
· Dasar hukum: Pasal 22C–22D UUD NRI 1945
· Peran dan fungsi:
1. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, dan sumber daya alam.
2. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah.
· Makna dalam konteks Pancasila: Mewujudkan nilai Persatuan dan Keadilan Sosial dengan memperjuangkan pemerataan pembangunan antarwilayah.

2. Kekuasaan Eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden
a. Presiden Republik Indonesia
· Dasar hukum: Pasal 4–16 UUD NRI 1945
· Peran dan fungsi:
1. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam satu tangan (ciri sistem presidensial).
2. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
3. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17).
4. Menetapkan kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan.
5. Menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.
6. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
· Makna dalam konteks Pancasila: Menjalankan nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Keadilan Sosial, karena kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan pribadi.
b. Wakil Presiden
· Dasar hukum: Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 UUD NRI 1945
· Peran dan fungsi:
1. Membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.
2. Menggantikan Presiden jika berhalangan tetap.
3. Dapat menjalankan fungsi diplomatik dan koordinatif dalam kebijakan nasional.
· Makna dalam konteks Pancasila: Menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendukung efektivitas pemerintahan sebagai bentuk pengamalan nilai Gotong Royong (sila ke-3 dan ke-5).

3. Kekuasaan Yudikatif: MA, MK, dan KY
a. Mahkamah Agung (MA)
· Dasar hukum: Pasal 24A UUD NRI 1945
· Peran dan fungsi:
1. Memegang kekuasaan kehakiman tertinggi atas peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
2. Mengadili kasasi, meninjau kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Menjaga keseragaman penafsiran hukum.
· Makna dalam konteks Pancasila: Menegakkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial, menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.
b. Mahkamah Konstitusi (MK)
· Dasar hukum: Pasal 24C UUD NRI 1945
· Peran dan fungsi:
1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (constitutional review).
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus sengketa hasil pemilu.
· Makna dalam konteks Pancasila: Melindungi kedaulatan rakyat dan konstitusi sesuai nilai Persatuan dan Kerakyatan.

c. Komisi Yudisial (KY)
· Dasar hukum: Pasal 24B UUD NRI 1945
· Peran dan fungsi:
1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim.
· Makna dalam konteks Pancasila: Mewujudkan nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial melalui integritas peradilan yang bersih dan bermartabat.

4. Lembaga Pendukung (Supporting Institutions)
a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
· Dasar hukum: Pasal 23E–23G UUD NRI 1945
· Peran dan fungsi:
1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai tingkatannya.
· Makna dalam konteks Pancasila: Mewujudkan nilai Kejujuran, Keadilan, dan Akuntabilitas Sosial, sebagai pengawasan moral keuangan publik.
b. Pemerintah Daerah
· Dasar hukum: Pasal 18 UUD NRI 1945
· Peran dan fungsi:
1. Melaksanakan otonomi daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan tanggung jawab nasional.
2. Menyusun dan menjalankan kebijakan daerah yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
3. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
· Makna dalam konteks Pancasila: Perwujudan nilai Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial, karena memberi ruang partisipasi rakyat di tingkat lokal.

E. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA BARU PASCA REFORMASI
Lembaga independen dibentuk untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, seperti KPK, KPU, Komnas HAM, OJK, LPS, BI, KPAI, KPI, Ombudsman, dan Komisi Informasi. Lembaga-lembaga ini mencerminkan nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam praktik pemerintahan modern. Pasca reformasi 1998, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan besar melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945.
Perubahan ini tidak hanya memperjelas pembagian kekuasaan antar lembaga negara utama (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), tetapi juga melahirkan lembaga-lembaga independen (independent state institutions) yang berfungsi menjaga transparansi, keadilan, dan akuntabilitas publik.
Lembaga-lembaga independen ini tidak berada di bawah cabang kekuasaan tertentu, melainkan bekerja secara otonom, bebas dari intervensi politik, dan bertanggung jawab langsung kepada publik atau lembaga perwakilan rakyat. Fungsi utamanya adalah menjadi penyeimbang (watchdog) dan penguat sistem demokrasi yang bersih dan berintegritas.
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
· Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019.
· Tujuan Pembentukan:
Untuk memberantas tindak pidana korupsi yang telah menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
· Tugas dan Wewenang:
1. Koordinasi dan supervisi terhadap lembaga penegak hukum dalam perkara korupsi.
2. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi.
3. Pencegahan korupsi melalui pendidikan dan kampanye publik.
4. Monitoring penyelenggaraan pemerintahan.
· Makna Nilai Pancasila: Menegakkan Keadilan Sosial dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab melalui pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
· Dasar hukum: Pasal 22E UUD NRI 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
· Tujuan Pembentukan: Menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas LUBER JURDIL).
· Tugas dan Wewenang:
1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan pemilu.
2. Menetapkan daftar pemilih tetap, peserta pemilu, dan hasil pemungutan suara.
3. Menjamin independensi dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu.
· Makna Nilai Pancasila: Mewujudkan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan melalui demokrasi yang bersih dan partisipatif.

3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
· Dasar hukum: Keppres No. 50 Tahun 1993; diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
· Tujuan Pembentukan:
Melindungi dan menegakkan hak asasi manusia sebagai bagian dari martabat manusia.
· Tugas dan Wewenang:
1. Melakukan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM.
2. Memantau dan menyelidiki pelanggaran HAM.
3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk tindakan korektif.
· Makna Nilai Pancasila: Menegakkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial, dengan menghormati martabat setiap individu.

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
· Dasar hukum: UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
· Tujuan Pembentukan: Menggantikan sebagian fungsi pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga keuangan agar lebih terpadu dan independen.
· Tugas dan Wewenang:
1. Mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.
2. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
3. Menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
· Makna Nilai Pancasila: Mewujudkan Keadilan Sosial dengan menciptakan sistem keuangan yang sehat, adil, dan transparan.

5. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
· Dasar hukum: UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
· Tujuan Pembentukan: Memberikan jaminan kepada nasabah perbankan agar sistem keuangan tetap stabil dan masyarakat percaya pada lembaga keuangan.
· Tugas dan Wewenang:
1. Menjamin simpanan nasabah sampai batas tertentu.
2. Menangani dan menyelesaikan bank bermasalah.
· Makna Nilai Pancasila:Mewujudkan Keadilan Sosial dan Persatuan Indonesia dengan melindungi kepentingan ekonomi rakyat.

6.  Bank Indonesia (BI)
· Dasar hukum: Pasal 23D UUD NRI 1945; UU No. 23 Tahun 1999 (jo. UU No. 6 Tahun 2009).
· Tujuan Pembentukan: Sebagai bank sentral independen untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan sistem keuangan nasional.
· Tugas dan Wewenang:
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3. Mengatur dan mengawasi perbankan (sebelum fungsi ini dialihkan ke OJK).
· Makna Nilai Pancasila:
Mewujudkan Keadilan Sosial dengan kebijakan moneter yang melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

7. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
· Dasar hukum: UU No. 23 Tahun 2002 (jo. UU No. 35 Tahun 2014) tentang Perlindungan Anak.
· Tujuan Pembentukan: Menjamin hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.
· Tugas dan Wewenang:
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak.
2. Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan.
3. Menangani laporan pelanggaran hak anak.
· Makna Nilai Pancasila: Menegakkan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dengan melindungi generasi penerus bangsa.





8. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
· Dasar hukum: UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
· Tujuan Pembentukan: Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran agar sejalan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
· Tugas dan Wewenang:
1. Menyusun pedoman perilaku penyiaran.
2. Mengawasi isi siaran agar sesuai norma hukum dan kesusilaan.
3. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran lembaga penyiaran.
· Makna Nilai Pancasila: Mengamalkan Persatuan Indonesia dan Kemanusiaan yang Beradab dengan menumbuhkan media yang sehat dan mendidik.

9. Ombudsman Republik Indonesia
· Dasar hukum: UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
· Tujuan Pembentukan: Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh lembaga pemerintahan agar bebas dari maladministrasi.
· Tugas dan Wewenang:
1. Menerima laporan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang atau pelayanan publik yang buruk.
2. Menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan instansi pemerintah.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pelayanan publik.
· Makna Nilai Pancasila: Mewujudkan Keadilan Sosial dan Kerakyatan dengan memastikan pelayanan publik yang jujur, cepat, dan berintegritas.




10. Komisi Informasi
· Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
· Tujuan Pembentukan: Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sebagai bentuk transparansi pemerintah.
· Tugas dan Wewenang:
1. Menyelesaikan sengketa informasi publik antara warga dan badan publik.
2. Menetapkan standar layanan informasi publik.
3. Mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi di instansi pemerintah.
· Makna Nilai Pancasila: Mewujudkan Kerakyatan dan Keadilan Sosial melalui keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan.

F. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
Hubungan antar lembaga negara: Presiden–DPR saling mengontrol dalam legislasi dan anggaran; MPR–Presiden berinteraksi dalam pelantikan dan pemberhentian; MA–MK–KY menjaga integritas hukum; BPK–DPR–Pemerintah mengawasi keuangan negara. Hubungan antar lembaga menggambarkan nilai kerakyatan dan keadilan sosial agar kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab moral dan hukum.

G. IMPLIKASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA
Nilai-nilai Pancasila harus diinternalisasi dalam bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Pancasila menjadi alat ukur moral dan politik kebangsaan yang membedakan Indonesia dari negara lain.
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